




A. Latar Belakang 
 Indonesia adalah salah satu negara berkembang, hal tersebut ditandai 
dengan  masyarakat perekonomian yang beragam dari menengah kebawah, 
menengah, sampai menengah keatas. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara 
harus didukung oleh dana yang cukup besar. Bagi masyarakat, perorangan atau 
badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan komsumtif atau produktif 
sangat membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang di 
antaranya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi dalam mendukung 
peningkatan usahanya.1 
 Lembaga keuangan bank atau Perbankan memiliki peran strategi dalam 
pengadaan dana demi terwujudnya pembangunan ekonomi tersebut. Berbagai 
lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan bank yaitu bank konvensional 
telah membantu dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk kegiatan perekonomian 
dengan memberikan pinjaman dana berupa kredit perbankan. 
 Pengertian Bank sendiri dimuat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dengan demikian dapat diartikan 
bahwa dalam melaksanakan fungsi dari bank, bank melakukan usaha 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito berjangka, 
simpanan berupa giro, atau dalam bentuk lainnya yang merupakan bagian dari 
usaha bank tersebut. Dan bank juga menyalurkan kembali dana yang dihimpun 
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dari masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan penyediaan dana, 
yaitu dalam bentuk kredit. 
 Kredit menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang tahun 1998 tentang 
Perbankan adalah : 
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
 Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensuil antara Debitur dengan 
Kreditur yang melahirkan hubungan  hutang piutang, dimana Debitur 
berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan 
berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. 
 Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, 
sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian 
yang harus diperhatikan oleh bank adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan 
prospek usaha dari para calon debitor, yang dikenal dengan “the five C of credit 
analysis” atau di kenal dengan prinsip 5 C’s.2 
 Pada prinsipnya konsep 5 C’s ini akan dapat memberikan informasi 
mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to 
pay) debitor dalam melunasi kembali pinjaman berikut dengan bunga dan beban 
lainnya. Prinsip-prinsip penilaian kredit analisis 5 C’s, tersebut meliputi: 
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 Jaminan adalah suatu barang, hak atau orang yang dimintakan oleh 
kreditur sebagai bukti keseriusan pihak debitur yang berfungsi untuk menjaga 
fasilitas kredit yang diberikan mengalami kemacetan sehingga pihak kreditur 
tidak akan rugi. Salah satu jaminan tersebut adalah hak tanggungan. Maka 
jaminan memiliki kedudukan yang penting bagi pihak bank (kreditur) dan bank 
dalam pemberian kredit (utang), karena dengan adanya jaminan itu pihak bank 
(kreditur) memiliki rasa aman dan kepastian piutang yang mereka miliki akan 
dilunasi oleh debitur.4 Hak tanggungan tersebut adalah Hak atas tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah .5 
 Collateral atau jaminan merupakan salah satu aspek penting yang dapat 
memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul dalam pemberian 
kredit oleh bank. Bank memperoleh kepastian pengembalian kredit yang telah 
diberikan ke debitornya jika mereka wanprestasi melalui pemberian jaminan oleh 
debitor. Jaminan yang diberikan debitor dapat berupa barang (benda) sehingga 
merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang 
sehingga merupakan jaminan perorangan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan 
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oleh pihak debitor dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan 
di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang.6 
 Jaminan umum mempunyai dua kelemahan yaitu kalau seluruh harta 
kekayaan tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain, karena bukan lagi 
kepunyaan debitur, maka bukan lagi merupakan jaminan bagi pelunasan piutang 
debitur dan kalau hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk 
melunasi piutang semua krediturnya, tetap kreditur hanya memperoleh 
pembayaran sebagian seimbang dengan jumlah piutangnya masing-masing.7 
 Resiko pemberian suatu kredit tidak terlepas dari kualitas dalam 
pemberian maupun pengawasan atas suatu kredit. Prinsip pemberian kredit 
menjadi pegangan bagi seorang analis kredit handal. Dengan berpegang pada 
prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat tentang potensi resiko kredit akan 
dapat ditekan, sehingga dampak yang akan ditimbulkan tidak terlalu besar. 
 Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai suatu lembaga 
keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi 
pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan, 
melalui suatu lebaga jaminan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. 
 Dalam literatur fiqih kontemporer, bai’ taqsîth (jual beli kredit) ini 
didefinisikan sebagai berikut:  
“Bai’ taqsîth adalah praktik jual beli dengan harga bertempo yang 
dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati. 
Sementara itu, penjual menyerahkan barang dagangan (bidla’ah) yang 
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dijualnya kepada pembeli seketika itu juga pada waktu terjadinya aqad. 
Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga untuk barang yang dibeli 
dalam bentuk cicilan berjangka. Disebut dengan istilah bai’ taqsîth adalah 
karena memuatnya ia kepada sebuah bentuk transaksi jual beli dengan ciri 
harga yang disepakati: 
1. sama dengan harga pasar, atau; 
2. lebih tinggi dari harga pasar, atau sebaliknya; 
3. lebih rendah dari harga pasar. Akan tetapi yang umum berlaku adalah 
pada umumnya harga dari barang bai’ taqsîth adalah lebih tinggi 
dibanding harga jual pasar.”.8 
 Berdasarkan latar belakan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan 
Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (studi pada Bank BRI cabang 
Ponorogo) ”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di 
atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak 
tanggungan di Bank BRI cabang Ponorogo? 
2. Masalah-masalah apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi masalah 
dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminam hak tanggungan 
di Bank BRI cabang Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut 
memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak 
tanggungan di Bank BRI cabang Ponorogo. 
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan 
jaminam hak tanggungan di Bank BRI cabang Ponorogo. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoristis. 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum perjanjian pada khususnya yang berkenaan dengan adanya 
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. 
b. Sebagai bahan masukan dan reverensi untuk penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis. 
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh 
penulis yaitu pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas tanah 
dalam perjanjian kredit bank.  
7 
 
b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 
bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.  
  
E. Kerangkan Pemikiran  
 Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk 
perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materiil. Suatu perjanjian 
kredit yang dilakukan antara pihak bank (kreditur) dan pihak peminjam (debitur) 
diperlakukan suatu benda jaminan guna menjamin pelunasan hutang pihak 
peminjam (debitur) serta meninimalkan resiko yang terjadi. Dan sebagai jaminan 
pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan 
baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.
9
 Dapat dikatakan jaminan itu 
berupa jaminan benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak atau 
benda tetap. 
 Benda yang sering dijadikan jaminan oleh pihak peminjam (debitur) 
adalah berupa tanah, baik mencangkup hak pakai, hak guna bangunan, hak milik, 
ataupun hak guna usaha karena memiliki nilai yang terus meningkat. Jaminan 
tersebut adalah benda yang tidak bergerak, yang telah diatur berdasarkan Undang-
Undang Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta 
Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.  
 Sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang 
saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari 
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 Adapun resiko dalam proses pemberian kredit, resiko yang 
sering terjadi adalah kegagalan mengembalikan utang yang dipinjamkan oleh 
pihak peminjam (debitur).  
 Secara khusus dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 
Dengan Tanah menyatakan : 
(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan 
piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada 
kreditor-kreditor lainnya. 
 Menurut Pasal 20 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 
Dengan Tanah, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut 
tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan 
piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-
kreditor lainnya. 
 Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti 
dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, 
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agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai 
Prinsip 5 C’s. Prinsip 5 C’s ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik 
(Willingness to pay) dan kemampuan membayar (Ability to pay ) nasabah untuk 
melunasi pinjaman beserta bunganya. 
 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menjelaskan kerangka 













F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Metode Pendekatan  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif . 
Pendekatan yuridis normatif  adalah  suatu metode pendekatan yang 










teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 
perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran 
secara kualitatif tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 
hak tanggungan atas tanah dalam perjanjian kredit bank.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif, yaitu 
memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.11 
Dimana penulis dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang 
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atas 
tanah dalam perjanjian kredit bank. 
3. Lokasi Penelitian  
Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ponorogo. 
4. Sumber dan Jenis Data  
Penelitian hukum yuridis normatif , menggunakan data primer sebagai 
sumber data utama selain data sekunder atau kepustakaan. Penggunaan 
data sekunder ini digunakan sebagai pembanding dalam penelitian 
buku. Sehingga, penelitian ini menggunakan dua jenis data antara lain 
: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang didapat dengan melalui penelitian 
lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat 
dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara 
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 Berarti Data primer merupakan 
data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian, yang 
memberikan secara langsung mengenai segala yang berhubungan 
dengan obyek penelitian. Data primer ini berupa fakta atau 
keterangan atau penjelasan yang diperoleh melalui wawancara 
dengan sumber data primer. Teknik yang dapat digunakan peneliti 
untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan 
wawancara pada pihak Bank Rakyat Indonesia. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-
undangan.
13
 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum diperoleh 
dari berbagai kepustakaan seperti Undang-Undang, buku, jurnal 
ilmiah, hasil penelitian makalah dalam seminar, dan internet. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam sebuah penelitian lazimnya di kenal dengan empat jenis 
pengumpulan data. Yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, metode analisis data dan wawancara. 
a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka 
Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditunjukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh 
informasi terkait obyek penelitian.  
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b. Pengamatan atau Observasi 
Aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud 
merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 
fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 
diketahui sebelumnya, untuk mendapat informasi-informasi yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 
6. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 
metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau 
diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan 
tersebut disusun secara sistematis untuk kemudian diambil kesimpulan 
7. Wawancara  
Wawancara adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis 
dan runtut antar pribadi bertatap muka serta mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban - jawaban yang 
relevan atas masalah yang diteliti.14 Dalam penelitian ini dilakukan 
wawancara di Bank Rakyat Indonesia cabang Ponorogo. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dalam empat bab untuk mempermudah dalam 
melakukan pembahasan, analisis serta penjabaran isi dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut :   
BAB I: PENDAHULUAN  
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A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian  
D. Manfaat Penelitian  
E. Kerangka Pemikiran  
F. Metode Penelitian  
G. Sistematika Penulisan 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
2. Syarat Sah Perjanjian 
3. Asas Perjanjian 
4. Wanprestasi 
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 
1. Pengertian Kredit 
2. Pengertian Perjanjian Kredit  
3. Prinsip – Prinsip Dalam Perjanjian Kredit 
4. 5 C’S Of Credit Analysis 
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 
1. Pengertian Jaminan  
2. Fungsi Jaminan  
3. Klasifikasi Jaminan  
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan 
1. Pengertian Hak Tanggungan  
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2. Subjek dan Obyek Hak Tanggungan 
3. Pembebanan Hak Tanggungan 
4. Eksekusi Hak Tanggungan 
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di 
Bank BRI Cabang Ponorogo. 
B. Masalah-masalah Apa Yang Terjadi dan Cara Mengatasi Masalah 
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak 
Tanggungan Atas Tanah Dalam Perjanjian Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Ponorogo. 
BAB IV: PENUTUP 
A. Kesimpulan  
B. Saran  
DAFTAR PUSAKA  
